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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

NOMOR 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 8 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 telah dibentuk 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di 
Kabupaten/Kota;   

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada 
huruf a perlu dibentuk Petunjuk Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika 
di Kabupaten/Kota;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 82; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal; 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika 
di Kabupaten/Kota; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI 
KABUPATEN/KOTA. 

Pasal 1 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang 
komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal 
bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 2 
Dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang komunikasi 
dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk teknis standar 
pelayanan minimal  bidang komunikasi dan informatika di 
Kabupaten/Kota.  

Pasal 3 
 

Petunjuk teknis standar pelayanan minimal  bidang komunikasi dan 
informatika di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.  

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 2011 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TIFATUL SEMBIRING 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Maret 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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